
BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP 

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, 

atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau 

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi 

keadilan.
1
 

Dalam hukum pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang 

menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, didalam Bab III 

KUHP. Ketentuan ini, mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, berkenaan dengan 

kemampuan bertanggungjawabnya seseorang, atas tindak pidana yang dilakukannya. 

Pertanggungjawaban pidana menurut pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut: 

1. “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak dipidana. 

2. ika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena 

pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 

memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu 

tahun sebagai waktu percobaan. 
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3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, 

dan Pengadilan Negeri.”
2
 

 

Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya pelanggar 

merasakan akibat dari perbuatannya, serta berfikir bahwa perbuatan yang telah dilakukan, 

memperoleh pencelaan
3
 dari masyarakat. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan 

sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan bukan pada ada tidaknya unsur 

penderitaan,
4
 sedangkan pada sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

5
 

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 

celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat 

untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.
6
 Apa yang dimaksud dengan celaan objektif 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang 

dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang 

bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Yang 

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, 

atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu 

perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri 
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seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka 

pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. 

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada 

pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. 

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan 

yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan 

hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.
7
 

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, 

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa 

seseorang akan mempunya pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan 

yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu 

perbuatan tertentu yang telah disepakati.
8
 Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban 

dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol 

terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan 

seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, 

dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana 

dibebani pertanggung jawaban pidana. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai 

sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering 

menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya 

mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya 

oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan 

maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai 

pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut 

mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan 

oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak 

pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang 

disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.
9
 Artinya dalam hal pertanggung 

jawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-

unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak 

dapat dibuktikan kebenarannya makan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggung 

jawaban. 

Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu 

perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggung jawaban diperlukan asas-asas hukum 

pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine 

pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini  menjadi dasar pokok 

yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada  orang yang telah melakukan perbuatan 

pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (Geen straf zonder schuld atau No 

punishment without guilt). Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang 
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atas perbuatan yang telah dilakukannya. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana 

Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh Strict liability dan 

vicarious liability.
10

 

Menurut doktrin strict liability, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk 

tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara 

singkat strict liability diartikan sebagai “liability without fault’ (pertanggungjawaban pidana 

tanpa kesalahan).
11

 

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Menurut doktrin vicarious liability, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan dan kesalahan orang lain.
12

 Dalam vicarious liability ada pembebanan 

pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang 

tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau 

ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti.
13

 Jadi 

walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai 

kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
14

 

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
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Pertanggung jawaban adalah bentuk menentukan apakah seseorang akan dilepas 

atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan 

bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu 

terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang 

tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban. Unsur-unsur tersebut ialah: 

a. Adanya Suatu Tindak Pidana 

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung 

jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu 

perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dimana perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. 

Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lage poenali artinya tidak 

dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur 

mengenai larangan perbuatan tersebut.
15

 

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau 

perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, 

karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena dasar keadaan batin 

seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana 

atas yang ada di fikirannya saja.
16

 

b. Unsur Kesalahan 

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld yaitu keadaan 

psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian 
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rupa sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas 

perbuatannya.
17

 Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP 

kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat 

dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. 

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun arti 

normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, 

kesalahan psikologis ini adalah keslahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan 

mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologi ini 

sulit untuk dibuktikan karena benuknya tidak real, kesalahan psikologis ini sulit untuk 

dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.
18

 Dalam hukum pidana di 

Indonesia sedniri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan 

normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan 

seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut 

norma-norma ukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari 

suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang 

berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahpahaman baik disengaja 

maupun karena suatu kesalahan kealpaan. 

c. Unsur Kesengajaan 

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan 

atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas 

mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan 
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tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini 

tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbutannya diancam oleh 

undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakuikan 

oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan 

membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui 

konsekuensi atas perbuataannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang 

menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di 

anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat 

menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak 

mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajan telah berkembang dalam yurisprudensi 

dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :
19

 

1) Sengaja sebagai maksud 

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar 

menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari 

perbuatan yang pelaku perbuatan. Contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh 

karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana 

untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, 

menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah 

perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga 

dikehndaki olehnya.
20
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Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang 

kesalahan normative,yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang 

akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh 

pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat 

dipertanggung jawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang 

mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan 

maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka 

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat 

dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu 

perbuataan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan si pelaku benar-benar 

menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 

ancaman hukum pidana. 

 

2) Sengaja sebagai suatu keharusan 

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan 

perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya 

kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki 

namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.
21

 

Contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, 

untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka 

pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, 
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namunperbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain.kesengajaan 

menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.
22

 

3) Sengaja sebagai kemungkinan 

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnaya tidak 

menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethaui 

bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan 

perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan 

contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas 

polisi yang sedang memberi tanda berhenti pengemudi tetap memacu mobil 

dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal 

pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati 

atau melompat kesamping. 

d. Kealpaan (culpa) 

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai 

apa yang diamksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud 

dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan 

salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar 

yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. 

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang 

disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain 

mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu 

kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). 
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Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana 

pelaku menyadari dengan adanaya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil 

resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang 

dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau lalai adalah seseornag tidak 

menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan 

pelaku berbuat demikian dikarenan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa 

terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk.
23

 

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia 

tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh 

hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah 

pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia 

memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.
24

 

e. Adanya pembuatn yang dapat bertanggungjawab 

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis 

pembuat.Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan 

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan 

bertanggungjawaban mejadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan 

kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya 

oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung 

jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggung jawabkannya pembuat, artinya 

pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. 
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Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag-Undang 

merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam 

KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.
25

 Pasal yang 

mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 

KUHP yang berbunyi: 

(1) “Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan 

padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige 

ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 

(2)  Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggun jawabkan padanya 

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena 

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan 

kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.” 

 

Dalam pasal 44 KUHP ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 

bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur 

kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila 

didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu: 

1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal 

itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik adan 

buruk. 

2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna suatu 

penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak 

berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal yang baik dan buruk. 

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi 

pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang 
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memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung 

jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur 

tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan 

baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad aumur tertentu juga tidak dapat 

memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi 

anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan 

tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara 

psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.
26

 

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib memcari dan membuktikan 

apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku 

tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup 

umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut 

tidak dapat diminta pertanggung jawabanya. 

f. Tidak ada alasan pemaaf 

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat 

melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu 

tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi 

jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh 

dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar 

dirinya.
27
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Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan 

pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya 

menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat 

alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggung jawaban berkaitan dengan hal ini 

ditunggukan sampaii dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri 

pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak 

pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena 

pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana 

tersebut.
28

 

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan 

pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu 

perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya 

memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah 

suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan 

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah 

melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.
29

  

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan 

darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, 

menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan 

pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk 

memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive 

terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diama seseorang 
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memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang 

yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu 

hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini 

seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat 

diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan 

dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi 

terjepit diantara dua kewajiban.
30

 

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-

syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu 

undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 

KUHP untuk pembelaan terpaksa disyararatkan adanya serangan mendadak atau 

seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu 

bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan 

terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan 

yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan 

pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan 

pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan 

membahayakan.
31

 

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang 

dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang haarus melakukan suatu 

perbuatan sesui keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. 

contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian 
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diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang 

untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar 

lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalm pengejaran kepolisian maka 

petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.
32

 

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan 

suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini 

artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena 

seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang 

patut.
33

 

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum 

pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa 

melampaui batas.
34

 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan 

sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang 

pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah 

diperbuat. 

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang 

menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas 

dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu 

mengisyaratkan bahwa seseornag yang melakukan tindak pidana tersebut dalam 

keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena 
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tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada 

dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak. 
35

 

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabilan pembelaan terpaksa 

merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa melampaui 

batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampui batas 

dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang 

memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk 

membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga 

meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakan seseorang tersebut 

tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.
36
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